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Abstrak
 

___________________________________________________________________ 
Berdasarkan data Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017 Puskesmas Adiwerna 

memiliki 1 tenaga sanitarian. Akan tetapi jika dilihat dari rasio tenaga sanitarian yaitu sebesar 

2,86/100.000 penduduk di Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas 

kinerja dalam pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwerna. Penelitian ini 

menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan desain deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni di Puskesmas Adiwerna. Metode yang digunakan 

ialah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan tiga langkah yaitu 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas Adiwerna terdapat beberapa 

yang belum sesuai dengan pedoman yang diantaranya yaitu dalam aspek input, process, dan product. 

Product dalam penelitian ini diketahui terdapat tiga dari sembilan indikator kinerja sanitarian yang 

sudah mencapai target yaitu penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas, 

penduduk yang menggunakan jamban sehat, serta rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan. 

 

Abstract 
___________________________________________________________________ 
Based on data from the Secretariat of the Tegal District Health Office in 2017, Adiwerna Primary Health 

Center had one sanitarian staff. If seen from the ratio of sanitarians which was 2.86/ 100,000 population in 

Tegal Regency. Purpose of this study was to determine the quality of performance in environmental health 

services at the Adiwerna Primary Health Center. This study used the CIPP evaluation model with a descriptive 

design. This research conducted in May-June at the Adiwerna Primary Health Center. The method used a 

qualitative research method. Data analysis techniques used three steps, namely data reduction, data 

presentation, and draw conclusions & verification. Results showed that there were several environmental health 

services at the Adiwerna Primary Health Center which weren’t following the guidelines included input, process 

& product aspects. Product in this study was known 3 out of 9 sanitarian performance indicators that had 

reached the target,  people who have access to quality drink water, people who used healthy latrines & home 

that met health requirements. 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu bagian dari pembangunan 

nasional yaitu pembangunan kesehatan. 

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

dapat mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber 

daya manusia (SDM) merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan kesehatan 

dengan kontribusi sebesar 80% dari keseluruhan 

faktor yang terkait dalam pembangunan 

kesehatan (Peraturan Presiden, 2012). 

Menurut Undang-Undang RI No. 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah 

setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di 

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan antara lain 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan 

secara terpadu, terintegritas dan 

berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). 

Sumber daya manusia kesehatan atau 

tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2012 

sebanyak 707.234 orang dan meningkat menjadi 

877.088 orang pada tahun 2013 dengan rasio 

pelayanan 38,13/100.000 penduduk. Terdapat 

40% tenaga kesehatan yang bekerja di 

puskesmas. Jumlah tenaga kesehatan sudah 

cukup banyak tetapi persebarannya tidak 

merata. Selain itu, jenis komposisi tenaga 

kesehatan yang ada masih sangat tidak 

berimbang (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Di Jawa Tengah , tenaga kesehatan 

strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan 

anastesi, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan 

masyarakat, sanitarian) terus meningkat, namun 

kebutuhan dan pemerataan distribusi belum 

terpenuhi. Kualitas tenaga juga masih rendah. 

Hal ini menimbulkan permasalahan seperti 

kurangnya tenaga kesehatan dari segi jumlah, 

jenis, dan distribusinya menimbulkan dampak 

terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain 

itu, terdapat dampak lain yaitu beban kerja 

bertambah yang disebabkan dari kurangnya 

tenaga kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2018). 

Puskesmas Adiwerna merupakan salah 

satu puskesmas sebagai unsur pelaksana dalam 

pembangunan di bidang kesehatan yang berada 

di wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa 

Tengah. Sejak tahun 2014, seluruh puskesmas di 

Kabupaten Tegal merupakan BLUD (Badan 

Layanan Usaha Daerah) dan Puskesmas 

Adiwerna telah memperoleh sertifikat 

Akreditasi Penuh Tahun 2012. Pada tahun 

2015, telah melewati proses survei akreditasi 

tingkat Nasional dengan hasil kategori 

Puskesmas Terakreditasi Madya. Puskesmas 

Adiwerna memiliki 50 tenaga kerja dengan 

tugas melayani 70.590 penduduk di wilayah 

kerjanya (Puskesmas Adiwerna, 2017). 

Permenkes No. 32 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian, 

tenaga sanitarian adalah setiap orang yang telah 

lulus pendidikan di bidang kesehatan 

lingkungan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Menurut data pada 

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2017 

kondisi minimal Puskesmas untuk 

menyelenggarakan fungsi dengan baik apabila 

memiliki tenaga sanitarian sebanyak 1 orang. 

Puskesmas Adiwerna yang berdasarkan data 

Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 

Tahun 2017 memiliki tenaga sanitarian atau 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwerna 

sebanyak 1 orang. Akan tetapi jika dilihat dari 

rasio tenaga sanitarian yaitu sebesar 2,86 per 

100.000 penduduk di Kabupaten Tegal (Dinkes 

Tegal, 2018). 

Pada tanggal 28 Februari 2019 dilakukan 

studi pendahuluan terhadap tenaga sanitarian di 

Puskesmas Adiwerna. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa masih tedapat tugas pokok 

dari tenaga sanitarian yang belum dilaksanakan 

secara optimal. Tugas pokok tersebut yaitu 

Inspeksi Sanitasi. Inspeksi sanitasi dilakukan 

pada Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat 
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Pengelolaan Makanan (TPM), Rumah 

Lingkungan (Rumling), Saluran Air Bersih 

(SAB), Saluran Air Minum (SAM) yang harus 

dilaksanakan setiap hari. Akan tetapi, tenaga 

sanitarian tidak dapat melaksanakannya setiap 

hari karena tenaga sanitarian tersebut harus 

membagi waktunya untuk masing-masing 

kegiatan dari inspeksi sanitasi.  

Klinik sanitasi merupakan klinik rujukan 

untuk penyakit yang berhubungan dengan 

lingkungan. Selain inpeksi sanitasi, program 

klinik sanitasi di Puskesmas Adiwerna belum 

berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil 

wawancara, program klinik sanitasi di 

Puskesmas Adiwerna seharusnya dilaksanakan 

setiap hari Rabu. Akan tetapi dikarenakan 

tenaga sanitarian masih ada kendala seperti 

disibukkan dengan adanya rapat dan kegiatan 

luar sehingga pelayanan dari tenaga sanitarian 

kepada pasien dilimpahkan ke pelayanan lain.  

Berdasarkan data Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tegal penyakit yang berhubungan 

dengan lingkungan yaitu demam berdarah 

terjadi peningkatan kasus. Pada tahun 2016 

kasus demam berdarah di Puskesmas Adiwerna 

sebanyak 21 kemudian pada tahun 2017 terjadi 

peningkatan sebanyak 22 kasus (Dinkes Tegal, 

2018). Kemudian, hasil dari studi pendahuluan 

yang telah dilakukan pada tanggal 6 April 

tenaga sanitarian menyatakan bahwa pada 

tahun ini kasus demam berdarah di wilayah 

kerja Puskesmas Adiwerna mengalami 

peningkatan. 

Dari hasil studi pendahuluan di atas, 

maka diperlukan sebuah evaluasi yang berkaitan 

dengan kualitas kinerja tenaga sanitarian yang 

diberikan di pelayanan kesehatan lingkungan 

Puskesmas Adiwerna. Kualitas tenaga 

kesehatan sangat mempengaruhi kualitas 

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu bagian dari bentuk 

pelayanan publik (Sabela, 2014). Adanya 

kualitas tenaga kesehatan rendah menyebabkan 

pelayanan kesehatan yang tidak tepat. Dampak 

dari kondisi tersebut adalam menurunnya 

derajat kesehatan masyarakat (Dieleman, 2009). 

Kesehatan lingkungan adalah suatu 

kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum 

sehingga berpengaruh positif terhadap 

terwujudnya status kesehatan yang optimal pula 

(Notoatmodjo, 2011). Menurut Permenkes RI 

No. 13 Tahun 2015 mengenai pelayanan 

kesehatan lingkungan adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk mewujudkan kualitas 

lingkungan yang sehat dan baik dari aspek fisik, 

kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah 

penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang 

diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Evaluasi merupakan kegiatan mengukur 

dan membandingkan pencapaian output antara 

kinerja harapan (rencana) dengan kinerja riil 

(nyata). Kemudian, evaluasi bukan pekerjaan 

yang berdiri sendiri dengan mengacu pada 

tujuan, indikator kinerja dan standar kinerja 

yang di ditetapkan saat perencanaan. Fungsi 

evaluasi yaitu sebagai umpan balik (feed back) 

bagi pengambilan keputusan untuk perencanaan 

di masa depan. Konsep evaluasi model CIPP 

(Context, Input, Process, and Product) pertama kali 

ditawarkan oleh Stufflebeam pada 1965. 

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam 

berbagai bidang, seperti pendidikan, 

manajemen, perusahaan dan sebagainya serta 

dalam berbagai jenjang baik itu proyek, 

program, maupun instansi (Widiyoko, 2017). 

Berdasarkan penelitian Aguinis & Pierce 

(2008) dalam (Thielen, 2014) bahwa sistem 

manajemen kinerja karyawan merupakan 

bentuk sempit dari suatu konsep manajemen 

yang difokuskan hanya untuk karyawan. Sistem 

manajemen kinerja karyawan merupakan 

bagian dari sumber daya manusia yang 

berfungsi untuk memantau kinerja karyawan. 

Tujuan dari adanya manajemen kinerja 

karyawan adalah sebagai upaya menyelaraskan 

karyawan dengan tujuan organisasi. 

Perbedaan antara penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

dilakukan di Puskesmas Adiwerna Kabupaten 

Tegal dengan variabel penelitian terkait evaluasi 

pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. 

Evaluasi dalam pelayanan kesehatan 

lingkungan menggunakan metode evaluasi 

context, input, process, dan product. Oleh sebab itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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gambaran evaluasi pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Adiwerna. 

 

METODE 

 

Penelitian menggunakan model evaluasi 

CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan 

desain deskriptif. Metode yang digunakan yaitu 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei-Juni di Puskesmas 

Adiwerna. Sumber informasi atau data dalam 

penelitian ini diperoleh dari data primer dan 

data sekunder yang selanjutnya diolah oleh 

peneliti sehingga menjadi informasi yang 

dibutuhkan.  

Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam dengan informan utama 

dan triangulasi sehingga peneliti dapat 

memahami aktivitas yang dilakukan oleh tenaga 

sanitarian di pelayanan kesehatan lingkungan 

Puskesmas Adiwerna.  Kemudian, data 

sekunder diperoleh dari data kepegawaian 

Puskesmas Adiwerna dan dokumentasi yang 

dimiliki oleh pihak instansi. Selain itu, data juga 

didapatkan dari berbagai pustaka yang 

menunjang dan berhubungan dengan kegiatan 

penelitian seperti literature, perpustakaan dan 

penelitian sebelumnya yang masih berkaitan 

dengan kualitas kinerja pelayanan kesehatan 

lingkungan. 

Teknik pengambilan data primer yang 

dilakukan peneliti adalah melakukan 

wawancara mendalam kepada informan utama 

dan triangulasi. Sedangkan, dalam pengambilan 

data sekunder adalah dengan cara telaah 

dokumen.  Informan utama dalam penelitian ini 

ialah tenaga sanitarian Puskesmas Adiwerna 

sebanyak 1 orang. Untuk informan triangulasi 

dalam penelitian ini ialah Kepala Puskesmas 

Adiwerna, Kepala TU Puskesmas Adiwerna, 

dan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, K3 & 

Olahraga Dinas  Kesehatan Kabupaten Tegal. 

Setelah data primer dan sekunder 

terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis 

data. Menurut Miles dan Huberman (1984) 

dalam (Sugiyono, 2016) analisis data ada 3 

langkah yaitu: a) reduksi data, b) penyajian 

data, c) penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Informan utama dalam penelitian ini 

berjumlah 1 orang yaitu Tenaga Sanitarian dari 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 

Adiwerna. Adapun karakteristik informan 

utama yang dapat dilihahat dalam Tabel 1. 

Kemudian, informan triangulasi dalam 

penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu: a) Kepala 

Puskesmas Adiwerna, b) Kepala Tata Usaha 

Puskesmas Adiwerna, c) Kepala Seksi 

Kesehatan Lingkungan, K3 dan Olahraga Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tegal. Karakteristik 

informan triangulasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Evaluasi Context Kinerja Tenaga 

Sanitarian (Gambaran Tujuan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas). 

Kesehatan lingkungan dapat diartikan sebagai 

ilmu yang mempelajari interaksi antara 

lingkungan dengan kesehatan manusia, 

tumbuhan, hewan dengan tujuan untuk 

meningkatkan faktor lingkungan yang 

menguntungkan (eugenik) dan mengandalikan 

faktor yang merugikan (disgenik), sedemikian 

rupa sehingga resiko terjadinya gangguan 

kesehatan dan keselamatan jadi terkendali 

(Soemirat, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (N. 

E. Putri, 2014) dalam (Plume, 2018) bahwa 

kesehatan masyarakat lingkungan merupakan 

disiplin ilmu dalam perlindungan kesehatan 

masyarakat. Pelayanan kesehatan lingkungan 

tersebut berupaya untuk memastikan adanya 

lingkungan yang sehat  dalam aspek seperti 

tempat tinggal, tempat kerja, makanan, serta 

kualitas lingkungan. Dengan demikian, kualitas 

lingkungan haruslah diperhatikan oleh ahli 

kesehatan lingkungan untuk membuat standar 

kualitas lingkungan yang baik.  

Menurut Pirenaningtyas (2007) dalam 

penelitian (Geumala, 2018) mengungkapkan 

bahwa kontribusi lingkungan dalam 

mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal 

yang essensial di samping masalah perilaku 

masyarakat, pelayanan kesehatan, dan faktor 

keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi 

terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan 

masyarakat. Maka dibutuhkan pengelolaan
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Tabel 1. Karakteristik Informan Utama 

Informan ke- Jenis 

Kelamin 

Umur 

  (th) 

Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan 

Informan 1 Perempuan 27 S1 Tenaga Sanitarian Puskesmas Adiwerna 

Tabel 2. Karakteristik Informan Triangulasi 

Informan 
ke- 

Jenis 
Kelamin 

Umur 
(th) 

Pendidikan 
Terakhir 

Jabatan 

Informan 1 Perempuan 50 S1 Kepala Puskesmas Adiwerna 
Informan 2 Laki-laki 54 S1 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas 

Adiwerna 

Informan 3 Laki-laki 43 S1 Kasie Kesehatan Lingkungan, K3 & OR Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tegal 

 

lingkungan ternasuk pencegahan, 

penanggulangan kerusakan, pencemaran, serta 

pemulihan kualitas lingkungan dalam pelayanan 

kesehatan lingkungan. 

Tujuan atau usaha kesehatan lingkungan 

ini adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau 

mengoptimalkan lingkungan hidup manusia 

agar terwujudnya kesehatan yang optimal bagi 

manusia di sekelilingnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan 

oleh peneliti di Puskesmas Adiwerna, diketahui 

bahwa tujuan dari adanya pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Adiwerna telah sesuai 

dengan Permenkes RI No. 13 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan di Puskesmas. Berikut ini ialah 

tujuan dari pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Adiwerna berdasarkan kesimpulan 

dari informasi yang telah diberikan oleh 

informan utama dan informan triangulasi yaitu: 

1) Menganalisa masalah kesehatan lingkungan 

di setiap desa terutama yang berbasis 

lingkungan, 2) Mencegah dan mengurangi 

faktor penyakit yang berbasis lingkungan, 3) 

Sebagai upaya kuratif, 4) Untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan lingkungan, 5) Meningkatkan 

pengetahuan kesadaran masyarakat untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Evaluasi Context Kinerja Tenaga 

Sanitarian (Gambaran Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Kesehatan Lingkungan di 

Puskesmas). Menurut (A. M. Putri, 2018) 

bahwa faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesehatan lingkungan adalah 

perumahan, pembuangan kotoran (tinja), 

penyediaan air bersih, pembuangan sampah, 

pembuangan air kotor (limbah) dan lain 

sebagainya. Maka dari itu diperlukan konseling, 

inspeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi 

kesehatan lingkungan. 

Menurut Permenkes RI No. 13 Tahun 

2015 bahwa konseling adalah komunikasi 

antara tenaga kesehatan lingkungan dengan 

pasien yang bertujuan untuk mengenali dan 

memecahkan masalah kesehatan lingkungan 

yang dihadapi. Pengambilan keputusan dalam 

konseling merupakan tanggung jawab pasien. 

Pada waktu tenaga sanitarian membantu pasien 

terjadi komunikasi secara timbal balik yang 

saling berkaitan untuk membantu pasien dalam 

membuat keputusan (Kementerian Kesehatan 

RI, 2015). 

Inspeksi kesehatan lingkungan adalah 

kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara 

langsung terhadap media lingkungan dalam 

rangka pengawasan berdasarkan standar, norma 

dan baku mutu yang berlaku untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. 

pelaksanaan inspeksi sanitasi yaitu berdasarkan 

hasil konseling terhadap pasien. Waktu untuk 

pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan 

yaitu secara berkala dalam rangka investigasi 

kejadian luar biasa (KLB) dan program 

kesehatan lain (Kementerian Kesehatan RI, 

2015). 

Intervensi atau tindakan kesehatan 

lingkungan dapat dilaksanakan apabila sudah 

terlaksanakannya inspeksi kesehatan lingkungan 

dengan mempertimbangkan tingkat risiko. 

Prinsip pelaksanaan intervensi kesehatan 
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lingkungan dilakukan oleh pasien sendiri. 

Untuk mendapatkan cakupan intervensi 

kesehatan lingkungan yang luas, maka 

pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

bahwa tugas dan fungsi dari pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwerna 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 13 Tahun 2015. Informasi 

tersebut diperoleh dari informan utama (tenaga 

sanitarian) dan informan triangulasi. Adapun 

tugas dan fungsi dari pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Adiwerna adalah 

konseling, inpeksi kesehatan lingkungan, dan 

intervensi/ tindakan kesehatan lingkungan. 

Evaluasi Input Kinerja Tenaga Sanitarian 

(Latar Belakang SDM). Sumber daya manusia 

dari sebuah organisasi membentuk sistem sosial 

yang kompleks untuk dikelola supaya memiliki 

kemampuan dan pengembangan tersendiri  

(Mikhaylov, 2014). Selanjutnya, terdapat 2 

sumber daya kesehatan yaitu jenis tenaga klinik 

maupun nonklinik yang melaksanakan upaya 

medis dan intervensi kesehatan masyarakat. 

Kinerja pelayanan kesehatan pun tergantung 

pada pengetahuan, keterampilan dan motivasi 

dari orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap pelayanan kesehatan (Salamate, 2014). 

Tenaga kesehatan di Puskesmas berperan 

sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Peran 

tersebut diharapkan agar tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) tenaga kesehatan sesuai dengan 

pendidikan dan keterampilan yang mereka 

miliki (Handayani, 2012). Seorang tenaga 

kesehatan memiliki sebuah investasi dari 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki 

untuk menjalankan peran seusai dengan tupoksi 

yang diemban. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

melalui wawancara dan observasi, maka dapat 

diketahui bahwa tenaga sanitarian di Puskesmas 

Adiwerna sudah sesuai dengan Permenkes RI 

No. 13 Tahun 2015.  

Hal ini dikarenakan informan utama 

mengatakan bahwa informan utama ialah 

lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dengan 

peminatan kesehatan lingkungan yang sudah 

ber-STR. Selanjutnya, informan triangulasi dari 

penelitian ini juga mengatakan bahwa tenaga 

sanitarian di Puskesmas Adiwerna sudah sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan yaitu 

pendidikan minimal dari seorang tenaga 

sanitarian yaitu D3/S1 yang sudah memiliki 

izin sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Evaluasi Input Kinerja Tenaga Sanitarian 

(Sarana dan Prasarana). Untuk 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

kesehatan lingkungan di puskesmas, maka 

dibutuhkan tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai. Prasarana adalah tempat, 

fasilitas dan peralatan tidak langsung 

mendukung pelayanan kesehatan. Sedangkan, 

sarana adalah suatu tempat, fasilitas dan 

peralatan yang secara langsung terkait dengan 

pelayanan rawat jalan (Hasbi, 2012). 

Mengacu pada tingkat baik tidaknya atau 

berharga tidaknya sebuah pelayanan, 

disebabkan ukuran baik tidaknya sebuah 

pelayanan tidak mudah untuk dipahami. Hal ini 

dikarenakan setiap pelayanan memiliki ciri khas 

masing-masing, berkembang untuk memenuhi 

kebutuhan yang khusus, dan digunakan dalam 

lingkungan pelayanan yang saling berbeda. 

Ukuran mutu pelayanan, yaitu: 1) Pelaksanaan 

pelayanan disesuaikan dengan prosedur 

pelayanan yang berstandar, 2) Petugas 

pelayanan wajib memiliki kompetensi yang 

diperlukan, 3) Pelaksanaan pelayanan didukung 

oleh teknolohi, sarana dan prasarana yang 

memadai, 4) Pelayanan dilaksanakan tidak 

bertentang dengan kode etik, 5) Pelaksanaan 

layanan dapat memuaskan pelanggan, 6) 

Pelaksanaan layanan dapat memuaskan petugas 

pelayanan (Prana, 2013). Berdasarkan 

penelitian (McCord, 2019) bahwa memelihara 

sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan 

merupakan hal yang efektif untuk menjaga 

kesehatan lingkungan seperti persediaan air, 

pengelolaan limbah, sanitasi, dan sebagainya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 

dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana 
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pelayanan kesehatan lingkungan belum sesuai 

dengan Permenkes RI No. 13 Tahun 2015. Hal 

tersebut dikarenakan informan utama dan 

informan triangulasi menyebutkan belum 

adanya sarana dan prasarana berupa media 

komunikasi, informasi, dan edukasi. 

Evaluasi Input Kinerja Tenaga Sanitarian 

(Dana). Tujuan dari pembangunan kesehatan 

adalah untuk mengoptimalkan pembangunan 

bidang kesehatan dengan melakukan 

pendekatan terkait pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat sehingga pembangunan tersebut 

lebih efektif dan efisien untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat 

melahirkan kebijakan kesehatan yang lebih 

representatif dengan kebutuhan masyarakat 

tertentu dalam pengalokasian dana (N. E. Putri, 

2014). 

Dana merupakan alat yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu kegiatan supaya 

tercapainya tujuan (Hidayat, 2015). Penunjang 

keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwerna 

adalah dengan adanya dana yang mencukup, 

sehingga menjadikan pelayanan kesehatan 

lingkungan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilaksanakan di Puskesmas 

Adiwerna dengan informan utama dan 

informan triangulasi diketahui bahwa dana yang 

diperoleh untuk melaksanakan tugas pelayanan 

kesehatan lingkungan diperoleh dari BLUD dan 

BOK. Hal tersebut sudah sesuai dengan 

Permenkes RI No. 13 Tahun 2015 yang 

menyatakan bahwa untuk terselenggaranya 

kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di 

puskesmas harus didukung dengan ketersediaan 

pendanaan yang memadai. Pendanaan yang 

dimaksud dengan dibebankan pada anggaran 

pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan   perundang-undangan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Evaluasi Input Kinerja Tenaga Sanitarian 

(Permenkes RI No. 13 Tahun 2015). Standard 

Operational Procedure (SOP) adalah standar yang 

harus dijadikan acuan dalam memberikan setiap 

pelayanan. Standar kinerja ini sekaligus dapat 

digunakan untuk menilai kinerja instansi secara 

internal maupun eksternal. Setiap sistem 

manajemen kualitas yang baik selalu didasari 

SOP kemudian disosialisaikan kepada seluruh 

pihak yang berkompeten untuk 

melaksanakannya (Natasia, 2014). Dalam 

penelitian  (Moreno-Villanueva, 2015). SOP 

merupakan sebuah dokumen yang mana para 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya 

harus sesuai dengan apa yang ada di dalam 

dokumen tersebut. 

Bagian penting dari suatu pelayanan 

kesehatan masyarakat adalah tersedianya dan 

dipatuhinya standar, karena pelayanan 

kesehatan yang bermutu adalah bila pelayanan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar 

yang ada (Hidayat, 2015). Penjaminan mutu 

pelayanan kesehatan masyarakat sangatlah 

penting dengan adanya standar yang berlaku 

dalam sebuah instansi. Adanya standar yang 

berlaku supaya tujuan atau cita-cita dapat 

diwujudkan secara optimal. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan 

lingkungan di puskesmas perlu disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang telah dilaksanakan di Puskesmas 

Adiwerna dengan informan utama dan 

informan triangulasi, maka dapat diketahui 

bahwa pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Adiwerna telah disesuaikan dengan 

SOP atau Pedoman (Permenkes RI No. 13 

Tahun 2015) mengenai Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan di 

Puskesmas. 

Evaluasi Process Kinerja Tenaga 

Sanitarian (Kemampuan dan Keterampilan 

Kerja). Pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh instansi agar pengetahuan, 

kemampuan, dan keterampilan tenaga kerja 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dengan 

melakukan kegiatan pengembangan ini maka 

diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi 

kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan lebih baik dan sesuai dengan 

perkembangan ilmu serta teknologi menurut 

Adisasmito (2014) dalam (Paruntu, 2015). 
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Berdasarkan pada hasil wawancara dan 

observasi dengan informan dapat diketahui 

bahwa kemampuan dan keterampilan kerja dari 

tenaga sanitarian masih kurang. Hal ini 

dikarenakan tenaga sanitarian belum pernah 

mendapatkan pelatihan terkait klinik sanitasi. 

Meskipun belum mendapatkan pelatihan klinik 

sanitasi, tenaga sanitarian berusaha tetap 

melaksanakan tugas sesuai dengan Permenkes 

RI No. 13 Tahun 2015. Selain itu, adanya 

kepemilikan STR atau izin tenaga sanitarian 

sebagai pelaksana pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Adiwerna sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Kinerja keterampilan tergantung pada 

kualitas pelatihan, durasi latihan, standar, 

konteks dan kondisi tugas yang diperlukan 

menurut Cornford (1996) dalam penelitian 

(Peter-Cookey, 2018) Pelatihan adalah suatu 

proses jangka pendek yang mempergunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana 

karyawan non manajerial mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan teknis untuk 

tujuan-tujuan tertentu (Rundungan, 2015).  

Sedangkan menurut (Prasetyo, 2015) 

bahwa kemampuan dan keterampilan 

memainkan peranan utama dalam perilaku dan 

kinerja seseorang. Keterampilan adalah 

kecakapan yang berhubungan dengan tugas 

yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang 

pada waktu yang tepat. Kemudian, menurut 

(Rubel, 2018) kemampuan merupakan sebuah 

persepsi bahwa seseorang memiliki 

keterampilan dan kompetensi di bidangnya. 

Menurut (Paşaoğlu, 2014) suatu 

organisasi harus menawarkan pelatihan dan 

program guna perkembangan tenaga kerja, 

perencanaan sumber daya manusia, perekrutan 

yang selektif, menggunakan sistem evaluasi 

pekerjaan yang tepat, penawaran upah yang 

wajar, membangun hubungan antar pegawai, 

dan memberikan lingkungan kerja yang baik. 

Jadi, apabila kurangnya pelatihan tenaga 

sanitarian di Puskesmas Adiwerna merupakan 

salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas 

sanitarian. Hal ini menyebabkan rendahnya 

cakupan dari target atau SPM 9 indikator 

kinerja utama tenaga sanitarian. 

Evaluasi Process Kinerja Tenaga 

Sanitarian (Hubungan Antar Tenaga Kerja dan 

Pasien). Kerjasama adalah kemampuan 

seseorang pegawai untuk bekerja bersama-sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas 

yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya 

(Sumantri, 2015).  

Berdasarkan penelitian  (Xiong, 2019) 

diketahui bahwa apabila seorang individu dapat 

berinteraksi dengan individu lain maka akan 

terciptanya hasil pekerjaan yang positif. Adapun 

kerja sama dapat dibagi menjadi 2 yaitu kerja 

sama internal maupun eksternal. Kerja sama 

internal yaitu berupa kerjasama dengan sesama 

antar tenaga kerja dalam suatu instansi. 

Sedangkan, kerja sama eksternal yaitu kerja 

sama dengan pihak luar instansi seperti 

pemerintah, pemerintah daerah, LSM, dan 

lainnya. 

Sebagai tenaga kesehatan maka harus 

dapat bekerja sama dengan pasiennya. Apabila 

kerja sama tenaga kesehatan dengan pasien 

dapat dilakukan dengan baik, maka hasil dari 

sebuah perawatan akan jauh lebih optimal atau 

sesuai harapan. Dan apabila kerja sama tenaga 

kesehatan dengan pasien tidak dapat dilakukan 

dengan baik, maka hasil dari sebuah perawatan 

kurang optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan dengan informan 

utama, peneliti mendapatkan bahwa hubungan 

antara petugas sanitarian dengan rekan kerja 

terbilang cukup baik. Hal tersebut karena 

petugas sanitarian dengan rekan kerja sering 

mendapatkan pekerjaan yang sama. 

Selanjutnya, hubungan antara tenaga sanitarian 

dengan pasien pun cukup baik. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh bahwa pasien cukup 

antusias terhadap perlakuan tenaga sanitarian, 

hanya saja pada awalnya pasien tertutup 

kemudian adanya pendekatan antara tenaga 

sanitarian dan pasien sehingga pasien menjadi 

terbuka dengan petugas.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang telah 

dilaksanakan di Puskesmas Adiwerna bersama 

informan triangulasi, didapatkan informasi yang 
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menyatakan bahwa tenaga sanitarian 

sebenarnya masih terbilang cukup pasif dalam 

bekerja sama dengan tenaga kerja maupun 

pasien. Maka dari itu belum ada kesesuaian 

dengan Permenkes RI No. 13 Tahun 2015. 

Evaluasi Process Kinerja Tenaga 

Sanitarian (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan). Pelaksanaan atau tugas pelayanan 

kesehatan lingkungan dibagi menjadi 3 yaitu 

konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan 

intervensi/ tindakan kesehatan lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugas pelayanan 

kesehatan lingkungan, setiap puskesmas wajib 

menggunakan sebuah pedoman. Pedoman 

untuk pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas ialah Permenkes RI No. 13 Tahun 

2015. 

Berdasarkan informasi yang diberikan 

informan ketika wawancara dan observasi, 

dapat diketahui bahwa masih belum ada 

kesesuaian pelaksanaan konseling, inspeksi 

kesehatan lingkungan, dan intervensi/ tindakan 

kesehatan lingkungan. Menurut pernyataan 

informan, bahwa waktu pelaksanaan konseling 

di Puskesmas Adiwerna belum sesuai dengan 

Permenkes RI No. 13 Tahun 2015. Hal tersebut 

dikarenakan belum tersedianya sarana dan 

prasarana berupa ruangan khusus konseling di 

Puskesmas. Waktu pelaksanaan konseling di 

Puskesmas seharusnya dilaksanakan secara 

setiap hari, sedangkan untuk di Puskesmas 

Adiwerna hanya satu minggu sekali.  

Inspeksi kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Adiwerna dibagi menjadi 5 bagian, 

yaitu: 1) Tempat-tempat umum (TTU), 2) 

Tempat Pengelolaan Makanan, 3) Rumah 

Lingkungan, 4) Saluran Air Bersih (SAB), 5) 

Saluran Air Minum (SAM). Berikut ini adalah 

penjelasan informan beserta pembahasan: a) 

Tempat-tempat Umum: Dalam pelaksanaan 

inspeksi kesehatan lingkungan TTU, Puskesmas 

Adiwerna hanya terfokuskan pada sekolah dan 

pondok pesantren. Untuk sekolah, SMP dan 

SMA belum semuanya di inspeksi hal ini 

disebabkan karena banyaknya jumlah sekolah 

yang tidak setara dengan petugas sanitarian 

sehingga mengalami beban kerja berlebih. 

Inspeksi kesehatan lingkungan idealnya 

dilakukan 6 bulan sekali. Akan tetapi, dengan 

terbatasnya tenaga sanitarian yang ada di 

Puskesmas Adiwerna maka inspeksi kesehatan 

lingkungan hanya dilakukan satu tahun sekali, 

b) Tempat Pengelolaan Makanan: Seorang 

tenaga sanitarian wajib melakukan inspeksi 

pada tempat pengelolaan makanan, salah satu 

contohnya ialah debit air minum. Waktu 

pemeriksaan bakteri dilakukan 2 bulan sekali 

dan kimia 2 kali dalam satu tahun. Kemudian, 

pemeriksaan air minum seharusnya dilakukan 

pemeriksaan setiap bulan. Akan tetapi pemilik 

dari air minum tersebut enggan dilakukan 

pemeriksaan setiap bulannya sehingga hal 

tersebut menghambat pekerjaan dari tenaga 

sanitarian, c) Rumah lingkungan merupakan 

inspeksi yang sering dilaksanakan oleh petugas 

sanitarian di Puskesmas Adiwerna. Hal tersebut 

dikarenakan setiap bulannya dari Puskesmas 

Adiwerna selalu menargetkan 50-60 rumah 

yang di inspeksi. Hal ini sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 

2015 yang menyatakan bahwa inspeksi rumah 

lingkungan harus dilakukan secara mandiri oleh 

tenaga sanitarian secara berkelanjutan, d) 

Saluran Air Bersih, waktu pelaksanaannya sama 

dengan pelaksanaan saluran air berih. Dengan 

demikian, tidak setiap rumah yang setiap 

bulannya tidak mendapatkan inspeksi kesehatan 

lingkungan, e) Saluran Air Minum, waktu 

pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan 

saluran air bersih dan rumah lingkungan. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang telah 

dilaksanakan di Puskesmas Adiwerna, bahwa 

pelaksanaan intervensi menurut informan belum 

dilaksanakan. Tenaga sanitarian hanya 

menjalankan intervensi ketika terjadi suatu 

masalah kesehatan dari bidang lain seperti diare 

dan DBD. Berdasarkan Permenkes RI No. 13 

Tahun 2015 menyatakan bahwa intervensi 

kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan secara 

mandiri atau bekerjasama dengan pemangku 

kepentingan dan pihak terkait (Kementerian 

Kesehatan RI, 2015). Dengan demikian, 

sebenarnya tenaga kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Adiwerna secara langsung sudah 

baik dikarenakan terintegrasi dengan program 
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lain. Akan tetapi, tenaga sanitarian masih 

adanya kurangnya rasa mandiri dalam 

intervensi kesehatan lingkungan. 

Evaluasi Product Kinerja Tenaga 

Sanitarian (Cakupan Sembilan Indikator 

Kinerja Utama menurut Renstra Seksi PL 

Tahun 2015 s.d 2019 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tegal). Tiga tugas sanitarian yang 

telah dijelaskan diatas, untuk Puskesmas 

Adiwerna sesuai dengan Renstra Seksi PL 

Tahun 2015 s.d 2019 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tegal dibagi menjadi 9 fokus 

indikator kinerja utama tenaga sanitarian yaitu: 

1) Cakupan penduduk yang memiliki akses 

terhadap air minum berkualitas, 2) Cakupan 

penduduk yang menggunakan jamban sehat, 3) 

Cakupan kualitas air minum yang memenuhi 

syarat, 4) Jumlah desa yang melaksanakan 

STBM, 5) Jumlah desa Open Defecation (ODF) 

atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, 6) 

Rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan, 7) Cakupan tempat-tempat umum 

yang memenuhi syarat kesehatan, 8) Cakupan 

tempat pengelolaan makanan yang memenuhi 

syarat kesehatan, 9) Cakupan pembinaan 

pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

Dari 9 indikator kinerja utama tenaga 

sanitarian tersebut, terdapat 3 indikator yang 

sudah mencapai target yang sudah ditentukan. 

Tiga indikator yang sudah sudah mencapai 

target yaitu cakupan penduduk yang memiliki 

akses terhadap air minum berkualitas, cakupan 

penduduk yang sudah menggunakan jamban 

sehat, dan rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan.  

Berdasarkan informasi yang didapatkan 

oleh peneliti ketika melakukan wawancara dan 

observasi bahwa cakupan kualitas air minum 

yang memenuhi syarat di wilayah kerja 

Puskesmas Adiwerna masih dibawah target. Hal 

ini dikarenakan pemeriksaan bakteri dilakukan 

2 bulan sekali dan seharusnya pemeriksaan 

kualitas air minum dilakukan setiap bulannya. 

Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat 

menentukan derajat kesehatan masyarakat 

tersebut. Manfaat yang diberikan air bagi tubuh 

manusia adalah membantu dalam proses 

pencernaan, berperan dalam mengatur proses 

metabolisme tubuh, sebagai pengangkut 

berbagai zat-zat makanan, dan untuk menjaga 

keseimbangan suhu tubuh. Namun demikian, 

air juga dapat berperan sebagai media sarang 

dan penularan penyakit yang berbahaya bagi 

manusia. Bibit penyakit menular yang 

berkembang biak dan menyebarkan penularan 

melalui perantara air salah satunya dalah bibit 

penyakit diare (Wandansari, 2013). 

Selain rendahnya cakupan kualitas air 

minum yang memenuhi syarat, di wilayah kerja 

Puskesmas Adiwerna hanya terdapat 4 desa 

yang melaksanakan STBM dari jumlah total 10 

desa. Di dalam surat keluaran Peraturan 

Kementerian Kesehatan Tahun 2014 bahwa 

STBM terdiri atas 5 pilar, yaitu 1) Stop buang 

air besar sembarangan (Stop BABS); 2) Cuci 

tangan pakai sabun (CTPS); 3) Pengelolaan air 

minum dan makanan yang aman; 4) 

Pengelolaan sampah rumah tangga; dan 5) 

Pengelolaan limbah cair rumah tangga. Dari 

kelima pilar dalam program STBM tersebut, 

pilar pertama yaitu Stop BABS adalah  pilar 

yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

masyarakat. Cakupan Stop BABS di wilayah 

kerja Puskesmas Adiwerna pun belum 

memenuhi target yaitu hanya 2 desa yang sudah 

ODF dari 10 desa. Rendahnya cakupan Stop 

BABS dikarenakan masyarakat sulit untuk 

mengubah kebiasaan untuk tidak buang air 

besar sembarangan seperti di sungai. Hal 

demikian, akan menimbulkan masalah 

kesehatan lingkungan yang akan berdampak 

luas terhadap masyarakat disekitar (Nugraha, 

2015). 

Rendahnya cakupan tempat-tempat 

umum yang memenuhi syarat kesehatan di 

wilayah kerja Puskesmas Adiwerna pun turut 

menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan cakupan 

tempat-tempat umum yang memenuhi syarat 

kesehatan sebesar 11,6% dari target yang telah 

ditentukan sebesar 80%. Menurut informasi 

yang didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi bahwa tenaga sanitarian di Puskesmas 

Adiwerna melaksanakan pemeriksaan tempat-

tempat umum hanya terfokus pada sekolah dan 

pondok pesantren. Meskipun tenaga sanitarian 
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hanya terfokus pada sekolah dan pondok 

pesantren, akan tetapi belum semua sekolah 

mendapati pemeriksaan IS yaitu semua SMP 

dan SMA. Inspeksi kesehatan lingkungan untuk 

SD sudah namun hanya 1x dalam 1 tahun dan 

seharusnya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali 

supaya adanya perbaikan.  

Wilayah kerja Puskesmas Adiwerna 

masih rendah dalam cakupan pengelolaan 

makanan yang memenuhi syarat. Terlihat jika 

cakupan pengelolaan makanan yang memenuhi 

syarat hanya 18,86% dari 75%. Padahal apabila 

pengelolaan makanan tidak dilakukan 

pemeriksaan secara rutin maka akan berakibat 

buruk bagi kesehatan. Penyakit yang ditularkan 

melalui makanan dapat menyebabkan penyakit 

yang ringan dan berat bahkan berakibat 

kematian diantaranya diakibatkan oleh belum 

baiknya penerapan higiene makanan dan 

sanitasi lingkungan (Yunus, 2015). Penyajian 

makanan merupakan salah satu prinsip dari 

higiene dan sanitasi makanan (Arifin, 2019). 

Berdasarkan informasi yang diberikan 

oleh informan bahwa pembinaan pengelolaan 

limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan 

bukanlah suatu kinerja utama dari tenaga 

sanitarian di Puskesmas Adiwerna. Hal ini 

dikarenakan dalam pengelolaan limbah medis 

hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tegal. Tugas dari tenaga sanitarian 

dari setiap pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas hanyalah membuat sebuah laporan 

mengenai limbah medis yang ada di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

 

PENUTUP 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

gambaran context dalam pelayanan kesehatan 

lingkungan sudah sesuai dengan pedoman. 

Gambaran input masih kurang dalam hal sarana 

dan prasarana. Gambaran process kualitas 

kinerja tenaga sanitarian diketahui bahwa 

kurangnya kemampuan dan keterampilan, 

hubungan tenaga sanitarian dengan rekan kerja 

dan pasien, serta pelaksanaan pelayanan 

kesehatan lingkungan. Gambaran product 

terdapat 3 dari 9 indikator yang sudah 

memenuhi target yaitu penduduk yang memiliki 

akses terhadap air minum berkualitas, cakupan 

penduduk yang menggunakan jamban sehat, 

serta rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan. 

Penelitian mengenai evaluasi pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Adiwerna 

memiliki beberapa kelemahan. Adapun 

kelemahan dalam penelitian ini yaitu: a) 

Informan triangulasi kurang kooperatif dalam 

pelaksanaan wawancara dengan peneliti, b) 

Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan kualitsa kinerja beserta 

pencapaian, membuat jawaban dari informan 

lebih menonjolkan sisi-sisi positif saja sehingga 

jawaban dari informan memiliki subjektivitas 

tinggi. Akan tetapi, data yang dihasilkan dari 

informan utama kebenarannya oleh peneliti 

ditinjau ulang dengan bukti dokumen di 

lapangan, observasi, dan dari informasi 

informan triangulasi. Sehingga  saran untuk 

peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan 

penelitian ini diharapkan dapat memfokuskan 

gambaran dari  pelayanan kesehatan lingkungan 

di Puskesmas Adiwerna. 
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